
KEMENTERIAN KEUANOAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER- 45/ PJ /20 I I 

TENTANG 

TATA CARA PENE:TAPAN SMT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA 
KOMERSIAL BAG! WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS 

PEMBEBASAN ATAU PENGURANOAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Mcnimbang : bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan 
Menteri Kcurulgan Nom or 130/PMK.O II /20 II ten tang Pemberian 
F'asilitas Pcmbebasan a<au Pengurangan Pajak Penghasilan 
Badan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jendcral Pajak 
tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara 
Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mcndapatkan Fasilitas 
Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 

Mcngingat : I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tcntang Kctentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik I ndonesia Nomor 3262) sebagaimana tclah bcbcrapa 
kali diubah terakhi r dengan IJndang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan IJndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang 
Pcnghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak 
Pcnghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5183); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK-Oll/2011 
tcntang Pemberlan FasiJitas Pcmbebasan atau Pengurangan 
Pajak Penghasilan Badan; 

MEMIJTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN; 

Menetapkan ; PE:RATURAN DIRE:KTUR JENDERAL PAJAK TE:NTANG TATA CARA 
PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA 
KOMERSIAL BAG! WAJ IB PAJAK BAOAN YANG MENDAPATKAN 
I'ASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK 
PENGHASILAN BADAN. 

Pasal I 

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan 
mcngenai pembcrian fasilitas pembebasan atau pcngurangan 
Pajak Penghasilan badan dapat meman!aatkan rasilitas 
pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan 
sepanjang memenuhi persyaraLa.n; 
a. telah merealisasikan selurub rcncana penanaman modal; dan 
b. telah berproduksi secara komersial. 

Pasal 2 

Saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana 
dimaksud dalrun Pasal I hurur b didasarkan pada; 
u. saat seluruh penanaman modal direalisasikan; dan 
b. saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan. 

Pasal 3 

(I) Saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan 
Oirektur Jendeml Pajak. 

(2) Keputusan Direkrur Jendeml Pajak sebagaimana dimahud 
pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan 
la.pangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib 
Pajak. 

(3) Permohonan tcrtulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan kepada Direktur Jcnderal Pajak melalui Dircktur 
Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunaka.n format 
scbagaimana ditetapkan dalam Lrunpiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Direktur Jendeml 
Pajak ini. 

(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
dilampiri dengan; 
a. Fotokopi akta pendirian; 
b. Fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenru pcmberian 

rasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Pcnghasilan 
bad an; 

c. Laporan Kcuangan 3 (l.iga) tahun tcrakhir yang telah 
diaudit; 

d. Surat. .. 
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d. Surat kuaS(t khusus dalam hal pe1·rnohonan disampnJkan 
oleh kuasa Wajlb Pajak: dart 

e. Dokumen·dokumcn yang berkaltan dcnl{an transaksl 
penjualan hasU produksl sckurang· kurangnya terdirl dari 
faktur pcnjualan. faktur pajak, dan bukU pcngirlman 
barang. 

Pa.saJ 4 

(I) Berdasru·kru' hasil pemertksaan sebagaimru'a dlmaksud dalam 
Pasal 3 ayal (2). Dlrekl11r Jcndcral Pajak mcncrbitkan 
kepulusan tentang penctapan saat dimulaJnya berproduksl 
secara komcrslal dalam jangka waktu paling lama 2 (dual 
bulan scjak saat Sural Pemberltahuan Pcmerlksaan Pajak 
dlsrunpaikan kcpada Wajlb Pajak. wakll. kuasa. atau pcgawaJ 
dari Wajib Pajak. 

(2) Apablla jangka waktu sebagaJnmna dimaksud pad a ayat ( 1) 
Ielah terlampaul dan Dlrektur Jcnderal Pajak Udak meml,>ert 
suatu keputusan. permohonan Wajlb Pajak dlanggap 
dlkabulkru> dan kcputusan Dlreklur Jenderal Pajak tentang 
penctapan saat dlmulalnya berproduksl secara komerslal 
ditcrbitkan paling lama 5 (lima) harl kclja setclah jru>gka waktu 
tersebul berakhlr. 

(3) Kcputusan Olrcktur Jendernl Pajak tentang penetapan saat 
dlmulatnya berproduksl secara komerslal sebagalma na 
dlnmksud pada ayaL ( l) a tau ayat (2) mcnggunakan fommt 
scbagaJmana dllctapkan dalam Lamplran II yang merupakan 
baglan Udak terplsal>kan dart Peraluran Dlrektur Jcnderal 
Pajak inl. 

Pasal5 

Peraturan Direktur JencleraJ Pajak lnl mulaJ berlaku pada tanggal 
dltctapkan. 

Agar scUap orang me:ngeLahulnya. memerlmahkan pengumuman 
Peraturan Dlrcklu •· Jendcral Pajak inl dcngM pcncmpatannya 
dalam Bertta Ncgara Republik I ndoncsla. 

Dlletapkan dl Jakarta 
pada t•mggal 29 Desember 2011 

'KTUR J ENOF:J'lAL J>AJAK. 



KEMENTERJAN KEUANC:A.'I IU:PUBUK INDONESIA 
DIREKTORAT JF.NDERAL PAJAK 

Li\MPIRAN 

PEHATURAN DIREK'l"UHJENDERAL PAJAK 
NOMOH p~;R- 45 /PJ/2011 

TENTANC: 

TATA CARA PENE'I'APAN SMT DIMULi\INYA BE:RI'RODUKSI SECARA 
KOMERSIA~ BACI WAJIB PI\JAK BADAN YANC: MENDAI'ATKAN FASILrrAS 

PEMBEBASAN ATAU I'ENCURANCAN PAJAK PE:NCIIASILi\N BADAN 



LAMPIRAN I 
Peraturan Oirektur Jenderal Pnjak 
Nomor PER-45/ PJ/ 2011 
Te:ntnng : Tntn Cars Pc:netapan Saat Oimulainya 

Berproduksi Sect\ra Kornersl:t.l b.1gi W(ijlb 
Pajak &dan yang Mendnpatkan F'o.silito.s 
PembebMan ntau Ptngurangan Pajak 
Pc:oghasilan Badan 

Nomor 
SifaL 
l.runpimn 
Hill 

: ...................... ( I J 
: ...................... (3) 
: •. .. ...... .. . .•...... . (4 J 
: Permohooan Penet.npan Sam 

Secara 

..... , ........... ............. ..... (2) 

Oimulainya Berproduksi 
Komersial 

Yth. Direktur Jendernl Pnjak 
u .p. Oirektur Pemeriksann dan Pcna.gihrut 
Direktorat Jenderal Pajak 
Jalan Oatot Subroto 40·4'2 
Jakarta 12 190 

Melaksanaknn Pnsal 3 nyat (3) Peraturnn Direktur Jendernl Pajak Nomor PER· 
45/ PJ /2011 terHang Tata Cora Penetapan Saat Dimula.inya Berproduksi Seeara 
Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mcndapat.kan Fasilitas Pembebasan atau 
Pengurangan Pajak Pcnghasilan Badnn, yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama : .... ............. ............ . .... ........ (51 
NPWP : ..... ... .......................... .. . ... .. (6} 
Alamat : ..... ... ............... ....... ....... ..... (7) 
Jabown : .... ............................. ......... (81 

bcrtindak untuk kepenlingan dan a tas nama: 
Nama Wajib Pajak : ............... .. .......... ............... (9) 
NPIVP : .......................................... (I OJ 
Alamat 
Jenis lndustrl 
Teleponfrax 

: •••••· •·· ·•·••••· ··••••••••· ·· •••••· ••··•• (11} 
: ............ ......... ..................... (12) 
: ... ... ...... ..................... ...... ... (13) 

m~:ngajukan pennohonan penetapa.n sa.at dimula.inya betproduksi secara komersial 
terhitung tangga1 ...................... (141 

D 
D 
D 
D 
D 

Scbagai ba.hnn pcrtimbangan. terlarnpir disampaikan: •) 
Fotokopi akta. pendirian. 

Fotokopi Keputus.an Menteri Kcuangan mengenai pcmberian rasilitas 
pembebasan at.au pengurangan Pajak Penghasilan badan. 
L.nporan Keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir. ••1 
Surat kunsa khusus dalam 1\nl pennohonnn disampaikan oleh kuo.so W<\iib 
Pajak. 
Dokumen·dokumen yang berkaitan dtngan tmnsaksl penjualnn hasil produksi. 

Pcmohon, 

( 151 

. . . . . • . . . . . . . . . . . (5) 

. . . . . . . . . . . . . • • . • (8) 

Dite:rima tangga.l : ....................... (16] 
Nama pencrima : ....................... (17) 
Tanda tangan : ....................... (18) 

Keterangan: 
") Beri tandn X 1>ada 0 ynn,g se-suai; 
••t Dahun hnl Wlljib Pajak tcrdaftar kurang dari 3 t:ahun sebelu.m mengt\ju.kan permohonan, 

c:ukup melampirkan lapornn keuangan yang lelAh diaudit ujak cerdaftli\r sebngai Wajib Pajak. 



Petunjuk Pengislan 

Sural Permohonan Penetapan Saa1 Dimulainya Berproduksi Secara Komersial 
(Lampira.o I) 

Angka I 

Angka 2 
Angka3 
Angka 4 

AngkaS 
Angka 6 
Angka 7 
Angka 8 
Angka 9 
Angka JO 
Angka II 
Angka 12 
Angka 13 
Angka 14 

Angka 15 

Angka 16 
Angka 17 
Angka 18 

: Diisi dengan nomor Sural. Permohonan Penetapan Saat Dimu1ainya 
Bcrproduksi Secara Komersial (Sural Permohonan). 

: Diisi dengan kot.a dan t.anggaJ Sural Permohonan dibua1. 
: Diisi dengan sifat Sural Permohonan menuru1 Wajib Pajak. 
: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Sural 

Permohonan menurul Wajib Pajak. 
: Diisi dengan nama pengurus/ kuasa Wajib Pajak. 
: Diisi dengan NPWP pengurus/ kuasa Wajib Pajak. 
: Diisi dcngan alamat pengurus/ kuasa Wajib Pajak. 
: Diisi dcngan jabalan pengurus/kuasa Wajib Pajak. 
: Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. 
: Diisi dengan alamal Wajib Pajak. 
: Diisi dengan jenis industri Wajib Pajak 
: Diisi dengan nomor lelepon/fax Wajib Pajak. 
: Diisi dengan ta.nggal saaL dimulainya berproduksi sccara komersial 

menuru1 Wajib Pajak. 
: Diisi dengan t.anda Iangan pengurusfkuasa Wajib Pajak dan cap 

perusahaan Wajib Pajak. 
: Diisi dengan tanggal Su.rat Permohonan diterima secara lengkap. 
: Diisi dengan nama pclugas penerima Sural Permohonan. 
: Diisi dengan tanda tangan perugas pencrima Sural Pennohonan. 



LAMPl RAN II 
Pcraruran Direktur Jendernl Pajak 
Nomor PER-45{PJ{2011 
1'entang : Ta.t:a Cara Penct.npon Saat Oimulainyn 

Bcrproduksi Sccam Komcrsial bagi Wajib 
Pajak Badntl yang Mendnpntkan Fasifitns 
Pcmbebasan :uau Ptngumngan Pajak 
Penghasilan Badnn 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR: KEP- / PJ/ 

TENTANO 

PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SE:CARA KOMERSIAL 
BAOI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN I'ASILITAS PEMBEBASAN 

ATAU PENGURANGAN PAJAK PENOHASILAN BADAN. 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak ........... .. .. Nomor ........ 1 •••••• 

TanggaJ ............... tcntang Permohonan Penetapan Saat 
Dimulainya Berproduksi Secara Komersial: 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mcnteri Keuangan 
Nomor ............... tanggal ............... tentang Perserujuan 
Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak 
Penghasilan Badan, kepada Wajib Pajak tersebut diberlkan 
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 
2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
130/PMK.Oll/2011 tcntang Pemberian Fasilitas Pembebl)san 
atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 

b. bahwa untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau 
pengurangan Pajak Penghasilan Badan tersebut, Wajib Pajak 
harus memenuhi persyaraum ant.ara lain tclah berproduksi 
secara komcrsiaJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay&t (41 
huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
130/PMK.OJ 1/2011 ten tang Pemberian Pasilitas Pembebasan 
atau Pcngurangan Pajak Penghasilan Badan; 

c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan 
Nomor ............... Tanggal ............... fberdasarkan pennohonan 
Wajib Pajak'), perlu menetapkan Saat Dimulainya Berproduksi 
Komersial bagi Wajib Pajak tcrsebut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (J) I ayat (2)') Peraturan Dircktur Jcndcral 
Pajak Nomor PER-45/ PJ/2011; 

Mengingat ... 



Mengingat 
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:I. Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pcrpajakan (Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana tclah bcb<:rapa 
kali diubah terakhir dengan Undang·Undang Nomor 16 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999}; 

2. UndaJlg·Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3263) scbagaimana telah bcbcrapa kali diubah tenakhir 
dengan Undang·Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lemba.ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4893); 

3. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 94 Tahun 20 I 0 ten tang 
Penghitungan Penghasilan Kcna Pajak dan Pelunasan Pajak 
Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Ncgara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5183}; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.OII/2011 
tentang Pembcrian Fasilitas Pembcbasan atau Pengurangan 
Pajak Penghasilan Badan; 

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER·45/ PJ./20 II 
tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Bcrproduksi 
Sccara Komcrsial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan 
Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Pcnghasilan 
Badan; 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANO 

KESATU 

PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SEQARA 
KOMERSIAL BAOI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENOAPATKAN 
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK 
PENOHASILAN BADAN. 

: Wajib Pajak di bawah ini: 
Nama 
NPWP 
A1amat 
0 Telah mulai bcrproduksi 

tanggal ............... ••) 

komersial 

0 Bclum mulai bcrproduksi sccara komcrsial''} 

terhitung 

KEDUA ... 



KEDUA 

KETIGA 

I<eterangan: 

·3· 

: Keputusan Dirc.ktur Jendcral Pajak ini berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kckeliruan dalam 
Keputusan Dircktur Jenderal Pajak ini maka akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Salinan Keputusan Dircktur Jcnderal Pajak ini disamp'\ikan 
kepada: 
1. Ketua Komite Verifikasi Pernberian Pcmbcbasa.n atau 

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 
2. Direktur Peraturan Perpajakan II; 
3. Kepala Kantor IVilayah DJP ............. ; 
4 . Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............. ; 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
DIREKTUR JENDERAl. PAJAK, 

A. FUAD RAHMANY 
NIP 19541111 198112 I 001 

•) diisi salah satu yang sesuai 
.. ) beri tanda x pada kotak yang sesuai 
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